
BERnA DAERAH
KABUPATEN MAlALENGKA

NOMOR: 35

PERATURAN SUPAn MAJALENGKA

NOMOR 35 TAHUN2009

TENTANG

TAHUN 2009

TUNJANGANPERUMAHAN UNTUKPIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KASUPATEN MAJALENGKA

DENGANRAHMATTUHANYANGESA

BUPAllMAJAlENGKA,

. Menimbang :

bahwa sebagai tindak lanjut surat Pimpinan DPRD Nomor 900/1353/Keu.
Tanggal 8 Desember 2009 perihal Penyesuaian Tunjangan Perumahan,
maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati sebagai
pengganti Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tunjangan
Perumahan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KabupatenMajalengka.
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Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Da/am Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana te/ah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang .•..•..... 3
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7. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor
4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan PemerintahanAntara Pemerintah, PemerintahanDaerah Propinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasisarana dan PrasaranaKerja PemerintahanDaerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14. Peraturan Daerah ....••• 4
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 34 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 33, Seri E)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 34 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 Nomor 2, Seri
E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
DaerahKabupatenMajalengka Nomor 1);

16. Peraturan Daerah KabupatenMajalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah KabupatenMajalengkaTahun 2008 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah,
Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008
Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten MajalengkaTahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPAnTENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I ..•..........••.... 5
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah DPRDKabupatenMajalengka.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten

Majalengka.
5. Anggota DPRDadalah Anggota DPRDKabupatenMajalengka.
6. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa

pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan pimpinan
DPRDdan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD,
serta rumah dinas bagi Anggota DPRDdan perlengkapannya.

7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada
Pimpinan dan anggota DPRDapabila Pemerintah Daerah belurn dapat
menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota
DPRD.

8. AsasKepatutan adalah asasyang harus diperhatikan dalam menetapkan
Tunjangan Perumahan yang diberikan kepada Anggota DPRD tidak
boleh lebih besar dari Pimpinan DPRD.

9. Asas Kewajaran adalah asas yang harus diperhatikan dalam
menetapkan tunjangan perumahan yang diberikan hendaknya tidak
lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis
rumah yang layak disediakan bagi Pimpinandan Anggota DPRD.

10. Asas Rasionalitas adalah asas yang harus diperhatikan dalam
menetapkan tunjangan perumahan yang diberikan untuk masa bhakti
enam puluh bulan lebih efisien dan menguntungkan apabila
membangun rumah jabatan Pimpinan DPRDdan Rumah Dinas Anggota
DPRD.

11. Standar biaya setempat adalah standar harga sewa rumah di Kota
KabupatenMajalengka.

12. RumahJabatan ....•. 6
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12. Rumah Jabatan adalah rumah jabatan yang disediakan untuk Pimpinan
DPRD dengan standar dan fasilitas kelengkapannya sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

13. Rumah Dinas adalah Rumah Dinas yang disediakan untuk Anggota
DPRD dengan standar dan fasilitas kelengkapannya sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB II
TUNJANGANPERUMAHAN

Pasal 2

(1) Tunjangan Perumahan hanya dapat dibayarkan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRDapabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD.

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

(3) Pemberian Tunjangan Perumahansebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas
serta standar harga sewa di KabupatenMajalengka.

(4) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah sebagai berikut :
a. PimpinanDPRDsebesarRp. 4.500.000,OO/bulan;
b. Anggota DPRDsebesar Rp. 3.500.000,OO/bulan.

BABIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

(1) Tunjangan Perumahansebagaimanadimaksud dalam Pasal2 ayat (1)
dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap.

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRDdikenakan PPHPasal 21
yang tidak dibebankan pada APBD.

(3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam APBD.

BAB IV ..................• 7
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BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati InJ mulal berlaku, maka Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan Untuk
Plmplnan dan Anggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten
Majalengkadlcabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati Inl mulal berlaku sejak tanggal 1 Nopember2009.

Agar setlap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati inl dengan penempatannya dalam Berlta Daerah Kabupaten
Majalengka.

Dltetapkan di Majalengka
pada tanggal 29 Desember2009

BUPAn MAJALENGKA,

C8p/Ttd

SUTRJSNO

Dlundangkandl Majalengka
pada tanggal 29 1i>eaem1eer2009

SEKRETARIS DAERAH~:G~
HERMAN SENDJAJA

BERITADAERAHKABUPATENMAlAlENGKATAHUN2009 NOMOR 35
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